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Kepala desa memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,
baik dalam aspek administrasi, pembangunan, maupun pelayanan masyarakat.
Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Pasal 6 Nomor 6 Tahun 2016 mengatur tugas
dan kewenangan kepala desa agar dapat menjalankan pemerintahan secara efektif,
transparan, dan bertanggung jawab. Dalam konteks Islam, konsep kepemimpinan
dalam Figih Siyasah menekankan pentingnya keadilan, akuntabilitas, dan
kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tugas dan kewenangan
kepala desa di Desa Gaprang berdasarkan regulasi tersebut serta meninjau
penerapannya dalam perspektif Figih Siyasah. Metode penelitian yang digunakan
adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data
dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pihak terkait,
termasuk kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa di Desa Gaprang telah
menjalankan sebagian besar tugas dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Blitar Pasal 6 Nomor 6 Tahun 2016. Namun, masih terdapat
beberapa tugas yang belum sepenuhnya terlaksana, salah satunya adalah
penyampaian laporan masa akhir jabatan kepala desa sebagaimana diatur dalam
Pasal 6. Selain itu, ditemukan kendala lain, seperti kurangnya partisipasi
masyarakat dalam pembangunan desa dan keterbatasan sumber daya manusia
dalam tata kelola pemerintahan desa.

Dari perspektif Figih Siyasah, kepemimpinan kepala desa di Desa Gaprang telah
mencerminkan prinsip keadilan dan akuntabilitas. Meskipun demikian, masih
diperlukan peningkatan dalam aspek keterbukaan informasi dan keterlibatan
masyarakat secara lebih aktif agar tata kelola pemerintahan desa lebih optimal.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah desa dalam
meningkatkan efektivitas kepemimpinan serta menjadi referensi bagi penelitian
selanjutnya terkait pemerintahan desa dalam perspektif hukum dan Islam.
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The village head has a central role in organizing village government, both in terms
of administration, development, and community services. Blitar Regency Regional
Regulation Article 6 Number 6 of 2016 regulates the duties and authorities of the
village head so that they can run the government effectively, transparently, and
responsibly. In the context of Islam, the concept of leadership in Figh Siyasah
emphasizes the importance of justice, accountability, and community welfare.

This study aims to analyze the implementation of the duties and authorities of the
village head in Gaprang Village based on the regulation and to review its
implementation from the perspective of Figh Siyasah. The research method used is
the empirical juridical method with a descriptive qualitative approach. Data were
collected through interviews, observations, and documentation with related parties,
including the village head, village officials, and the community.

The results of the study indicate that the village head in Gaprang Village has carried
out most of his duties and authorities in accordance with Blitar Regency Regional
Regulation Article 6 Number 6 of 2016. However, there are still several tasks that
have not been fully implemented, one of which is the submission of the village
head's end-of-term report as regulated in Article 6. In addition, other obstacles were
found, such as the lack of community participation in village development and
limited human resources in village governance.

From the perspective of Figh Siyasah, the leadership of the village head in Gaprang
Village has reflected the principles of justice and accountability. However,
improvements are still needed in the aspects of information transparency and more
active community involvement so that village governance is more optimal. This
study is expected to contribute to village governments in increasing leadership
effectiveness and become a reference for further research related to village
governance from a legal and Islamic perspective.
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